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ABSTRAK 

BSI Kcp. Gunungtua melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan 
usahanya yaitu pembiayaan mudharabah, dalam pelaksanaan dan penyelesaianya pada pembiayaan 
mudharabah ini masih ada permasalahan, praktik di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan oleh 
DSN-MUI. BSI Kcp. Gunung Tua belum sungguh-sungguh menerapkan Fatwa DSN-MUI secara utuh, 
sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari BSI Kcp. Gunung Tua masih wajib 
mengembalikan modal secara utuh, walaupun pengelola modal (mudharib) mengalami kecelakaan atau 
kejadian diluar kesalahan pengelola (Overmacht).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Konsep 
pertanggungjawaban nasabah dalam pembiayaan mudharabah yang disebabkan oleh Force Majeur 
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07 DSN-MUI/IV/2000, (2)Pelaksanaan eksekusi jaminan 
dalam pembiayaan mudharabah akibat Force Majeur Di BSI Kcp.Gunung Tua dan (3)Apakah eksekusi 
jaminan dalam pembiayaan mudharabah di perbolehkan akibat force majeurberdasarkan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No: 07 DSN-MUI /IV/2000.Pembiayaan mudharabah ini boleh dilakukan selama tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad Mudharabah 
maka lembaga keuangan syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN adapun Fatwa DSN tentang 
pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSNMUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan pada 
pembiayaan mudharabah, sumber data primer adalah manajer BSI Kcp.Gunung Tua, teknik penelitian yang 
digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Konsep pertanggungjawaban 
nasabah terhadap pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di BSI Kcp. Gunung Tua adalah nasabah 
harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kecuali diakibatkan oleh kesalahan yang tidak 
di sengaja (Force Majeur), (2)Pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan mudharabah akibat Force 
Majeur Di BSI Kcp. Gunung Tua dan(3)Apakah eksekusi jaminan dalam pembiayaan mudharabah di 
perbolehkan akibat force majeurberdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07 DSN-MUI /IV/2000. 

 
Kata kunci : Eksekusi Jaminan , Pembiayaan Mudharabah , Force Majeur , Fatwa Dewan Syariah Nasional    
 
 

ABSTRACT 
 

BSI Kcp. Gunungtua carries out its business activities based on sharia principles. One of its business activities is 
mudharabah financing. In the implementation and resolution of mudharabah financing, there are still problems, 
practice in the field is still far from what is stated by the DSN-MUI fatwa. BSI Kcp. Gunung Tua has not really 
implemented the DSN-MUI Fatwa in its entirety, so that business actors receive capital financing from BSI Kcp. 
Gunung Tua is still obliged to return the capital in full, even if the capital manager (mudharib) experiences an 
accident or event beyond the management's fault (Overmacht). This research aims to determine (1) The concept 
of customer responsibility in mudharabah financing caused by Force Majeure based on the Fatwa of the National 
Sharia Council No: 07 DSN-MUI/IV/2000, (2) Implementation of collateral execution in mudharabah financing 
due to Force Majeure at BSI Kcp.Gunung Tua and (3) Is execution of collateral in mudharabah financing 
permitted due to force majeure based on National Sharia Council Fatwa No: 07 DSN-MUI /IV/2000. Mudharabah 
financing is permitted as long as it does not conflict with sharia principles. If a sharia financial institution uses a 
Mudharabah contract, the sharia financial institution must follow the provisions of the DSN Fatwa. The DSN 
Fatwa regarding mudharabah financing is DSNMUI Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000. The research method used 
is a descriptive method, namely describing the implementation of collateral execution. in mudharabah financing, 
the primary data source is the manager of BSI Kcp.Gunung Tua, the research technique used is interviews. The 
results of this research can be concluded that (1) The concept of customer responsibility for mudharabah 
financing implemented at BSI Kcp. Gunung Tua is that customers must fulfill their obligations to make payments 
unless it is caused by an unintentional error (Force Majeure), (2) Execution of guarantees in mudharabah 
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financing due to Force Majeure at BSI Kcp. Gunung Tua and (3) Is the execution of guarantees in mudharabah 
financing permitted due to force majeure based on National Sharia Council Fatwa No: 07 DSN-MUI /IV/2000. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah Perbankan. 

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank syariah telah membantu pemenuhan kebutuhan 

dana bagi kegiatan perekonomian dalam suatu sistem pinjam-meminjam dalam perbankan. 

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan 

memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip- prinsip syariat Islam. Prinsip syariat 

menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah merupakan:“Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang 

syariah”. 

“Prinsip syariah dalam pembiayaan bank syariah berupa berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual 

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau adanya barang yang disewa dari 

pihak Bank oleh pihak lain (Ijarah Wal Iqtina). Lembaga keuangan syariah di indonesia telah 

berkembang dengan pesat. 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank Islam pertama di indonesia yang 

berdiri pada tahun 1992 Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank umum biasa 

(bank konvensional) yang sistem operasionalnya berdasarkan sistem Hukum Islam, yakni 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur’an dan Al-hadits, sehingga produk-produk yang 

dihasilkan oleh bank syariah, merupakan sistem bagi hasil dan jual beli dengan margin 

keuntungan (bukan sistem bunga). 

Salah satu produk bank syariah yang banyak diminati adalah mudharabah merupakan 

perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha (enterpreneur) dimana pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek 

tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.Pemilik modal tidak dibenarkan 

dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan memberikan usulan dan melakukan 

pengawasan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

penjelasan bab IV pasal 19 ayat Iuruf C pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu 
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usaha antara pihak pertama (milik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan 

seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib atau nasabah)  yang bertindak selaku pengelola 

dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Artinya: “Wahai Orang-

Orang Yang Beriman, Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil 

(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah Kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyang menjelaskan 

larangan Allah SWT mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil.Bentuk batil ini sangat 

banyak dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh 

syara’. Adapun perdagangan yang batil jika didalamnya terdapat unsur “Maghrib” yang 

merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan) riba dan batil itu sendiri. 

Menurut Ismail, pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank 

syariah atau shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib,untukmelaksanakan kegiatan usaha, 

dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100%(seratus persen) dan nasabah 

menjalankan usahanya. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan 

suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk 

menjalankan usaha, yang dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, pengelola yang 

menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama. 

Dalam Riwayat lain Rasulullah Saw Bersabda : Artinya: “Tiga bentuk usaha yang 

mendapat berkah dari Allah yaitu menjual kredit, mudharabah, hasil keringat sendiri” (HR. 

Ibnu Majah). 

Didalam pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya 

sesuai dengan konsep-konsep dalam fikih klasik. Seperti halnya BSI Kcp. Gunung Tua yang 

menerapkan konsep mudharabah dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai 

shahibul maal meminta adanya jaminan atau agunan kepada mudharib.BSI Kcp.GunungTua 

menerapkan jaminan pada pembiayaan mudharabah dengan mendasarkan pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000, yakni: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan 

mudharabah   tidak   ada   jaminan,namun   agar   mudharib   tidak   melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga dan jaminan ini 

hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang 

telah disepakati bersama dalam akad. 
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Fungsi jaminan pada akad mudharabah merupakan untuk menjamin terlaksananya 

akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan untuk 

menjamin apabila terjadi kegagalan dalam akad perjanjian yang merupakan kesalahan 

mudharib, maka dari itu jika mudharib menderita kerugian yang murni bukan karena 

kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan maka jaminan tidak dapat disita. 

Aturan mengenai jaminan dimuat juga dalam peraturan bank indonesia Nomor 

7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu pasal 6 huruf O yang berbunyi: 

“Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak 

dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau 

kecurangannya. 

Force Majeur merupakan istilah dalam bidang hukum perdata yang artinya adalah 

keadaan memaksa. Istilah ini dikenal juga dengan nama lain overmarcht.Pertama kali dikenal 

dalam ketentuan umum force majeur didalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. 

Keadaan memaksa (force majeur) diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1244 

KUHPerdata mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya 

suatu perikatan. 12 Istilah force majeur ini diistilahkan dalam beberapa kebijakan dengan istilah 

“kahar” yang artinya keadaan memaksa. 

Dalam skiripsi ini penulis memaparkan beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan 

mudharabah di BSI Kcp. GunungTua yaitu Bapak  Ali  Yusuf Siregar, Bapak Hadi Daud 

Siregar, dan Bapak Mora Sakti Siregar. Nasabah melakukan pembiayaan mudharabah untuk 

melaksanakan usaha yang disepakati antara kedua belah pihak. Oleh karena itu ketika nasabah 

mengalami kerugian yang tidak disengaja (force majeur)dan usaha yang dijalankan oleh 

nasabah sudah tidak dapat dilanjutkan (ditutup) karena kerugian tersebut. Sebab akibat 

terjadinya kerugian tersebut disebabkan oleh kebanjiran dan kebakaran. BSI Kcp. GunungTua 

meminta kepada nasabah untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh kedua 

belah pihak. Apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaannya, BSI Kcp. GunungTua 

melakukan eksekusi jaminan atas kerugian yang tidak disengaja (force majeur) oleh nasabah 

tersebut. 

Berdasarkan informasi dari Bapak Husni Tanjung selaku Manager dari BSI Kcp. 

Gunung Tua dalam pembiayaan mudharabah diawali dengan tahap permohonan pembiayaan 

anggota dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak BSI Kcp.Gunung Tua dan setiap 

pembiaayaan mudharabah anggota tersebut wajib memberikan jaminan dan jaminan 

tersebut nilainya harus lebih besar dari pengajuan pembiayaan tersebut. Jaminan tersebut 

berupa surat akta tanah, sertifikat rumah. 
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Ketika terjadinya suatu force majeur yang disebabkan oleh kebakaran dan kebanjiran 

yang dialami oleh nasabah. Oleh karena itu nasabah melaporkan hal tersebut kepada BSI 

Kcp.Gunung Tua untuk meminta keringanan atas kejadian tersebut dan pihak BSI 

Kcp.Gunung Tua tetap meminta ganti rugi kepada nasabah didasarkan oleh kesepakatan awal. 

Adapun alasan pihak BSI Kcp.Gunung Tua mengeksekusi jaminan tersebut 

diantaranya adalah usahanya sudah tidak bisa dilanjutkan/ditutup dan nasabah tidak mampu 

membayar pembiayaannya diakibatkan oleh force majeur tersebut. Sedangkan, Dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No:07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah 

menjelaskan pada bagian ketiga angka 3 bahwa “Pada dasarnya dalam mudharabah, tidak ada 

ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari  

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik 

untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang “EKSEKUSI JAMINAN PADA 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH KARENA FORCE MAJEUR DITINJAU DARI 

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07 DSN-MUI/IV/2000. (Studi kasus BSI 

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara) 

 

METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skiripsi ini adalah penelitian 

empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena 

atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi 

serta mengembangkan konsep yang ada.Karena tipe penelitian ini adalah empiris maka metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian berdasarkan di 

lapangan.Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analistis. Penelitian dekstiptif bertujuan 

untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. 

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat 

memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. 

 

 TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Bank-bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu syariah dan hukum 

positif. Yang dimaksudkan dengan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan 

negara yang berlaku. 

Oleh karena itu Bank Syariah adalah bank yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentan perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 
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Tahun 1998. Dengan telah diundangkannya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank- bank syariah, maka 

bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang- undang tersebut. 

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan syariat (HukumIslam). Usaha pembentukan sistem ini didasari 

oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau 

yang disebut dengan riba. 

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan   jasa   

dalam   lalu   lintas   pembayaran,   sedangkan   bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran18. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat 

syariah (Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah). Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa : 

“Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, 

kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka 

memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah” 

Menurut Masfuk Zuhdi dalam Muhammad Sadi Is, yang dimaksud dengan bank Islam 

adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang 

atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga.19Terkait demikian bahwa 

tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukannya 

oleh bank konvensional. Menurut Sudarsono bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip 

 

2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab I Pasal 1 

Nomor 12, yang dimaksud dengan pembiayaan Mudharabah berdasarkan prinsip syariah 

adalah :“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

Kata mewajibkan pada undang-undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai 

mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis 

dalam mudharabah, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya. 
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Menurut para ulama fiqih Mudharabah adalah sebagai berikut : Madzhab Hanafi: 

“akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan 

dengan pekerjaann (usaha) dari pihak lain. 

Madzhab Maliki: “suatu pemberian mandat (taukil) untuk berdagang dengan mata 

uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari 

keuntungannya”. 

Madzhab Syafi’i:“Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain 

untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.” 

Madzhab Hambali:“Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau 

semaknannya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari 

keuntungannya”.Jadi dari berbagai defenisi di atas dapat  disimpulkan 

bahwa mudhabrabah  adalah  suatu  akad  (kontrak)  yang  memuat  penyerahan  modal 

khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang 

yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang yang aqil,Mumayyiz dan bijaksana, yang ia 

pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya 

menurut istilah pembagiannya dalam kesepakatan tersebut.24 

 

3. Pengertian Jaminan 

Ja lmina ln (dhalmaln) a lda llalh halrtal yalng ditempaltkaln sebalgali alnggunaln untuk 

pemba lya lra ln a lta lu kesa lnggupa ln a ltals sualtu kewaljibaln. Menurut pendalpalt Halnalfi, Malliki daln 

Sya lfi’i uta lng tida lk lepa ls da lri ta lnggunga ln seseoralng yalng meninggall jikal dijalnjikaln oleh oralng 

la lin untuk memba lya lrnyal sebalga limalna l ketikal ial malsih hidup.Jalminaln memiliki bentuk yalng 

a lka ln da lpa lt dija ldikaln bentuk  a lka ld da lsa lr la lndalsaln ya lri Ralhn,32yalng malnal merupalkaln kegialtaln 

mena lha ln sa lla lh sa ltu ha lrtal milik si peminjalm sebalgali jalminaln altals peminjalmaln yalng 

diterima lnya l.Berda lsa lrka ln DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentalng ralhn talsjily, dimalnal 

ralhn talsjily a lda llalh ja lmina ln dallalm bentuk ba lralng altals utalng tetalpi balralng jalminaln tersebut 

(ma lrhun) teta lp bera lda l dallalm pengua lsalaln (pema lnfalaltaln) Ralhin daln bukti kepemilikalnnya l 

disera lhka ln kepa lda lmurtalhin. 

Pembia lya la ln ya lng diberikaln oleh balnk ba lnyalk mengalndung resiko, sehinggal balnk 

da lla lm pela lksalna lalnnya l ha lrus memperhaltikaln alsals-alsals kehalti-haltialn dallalm pembialyalaln. Gunal 

menguralngi resiko  kerugia ln dallalm pemberia ln pembialyalaln. Gunal menguralngi resiko dallalm 

pembia lya la ln ma lka l diperluka ln jalmina ln inilalh ya lng halrus diperhaltikaln oleh balnk. Malkal 

kebera lda la ln ja lmina ln dia ltur da llalm pa lsa ll 8 undalng-undalng Perbalnkaln 1992 ditentukaln balhwal : 

“Da lla lm memberika ln kredit, ba lnk umum waljib mempunyali keyalkinaln altals kemalmpualn 

da ln kesa lnggupa ln debitur untuk melunalsi hutalngnyal sesuali yalng diperjalnjikaln”. 
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Dida llalm Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2008 tentalng perbalnkaln syalrialh digunalkaln 

istila lh a lguna ln untuk mema lknali sua ltu jalmina ln, ba lik berupal bendal bergeralk malupun bendal 

tida lk bergeralk ya lng disera lhkaln oleh pemilik alnggunal kepaldal balnk, dallalm ralngkal pemberialn 

fa lsilita ls pembia lya la ln berda lsa lrka ln prinsip sya lrialh.35 Jalminaln dallalm hukum positif mempunyali 

kedudukaln sebalgali pemberi kepalstialn hukum kepaldal kreditur altals pengemballialn 

moda ll/pinja lma ln/kredit yalng ia l berika ln kepalda l debitur, dallalm alrti balhwal balralng jalminaln setialp 

wa lktu tersedia l untuk di eksekusi, bilal perlu dalpa lt diualngkaln untuk melunalsi hutalng debitur. 

Nila li jalmina ln ha lrus lebih tinggi dalri jumlalh moda ll/pinjalmaln/kredit, dengaln halralpaln ketikal 

terja ldi wa lnpresta lsi altalu kredit malcet ma lka l ja lmina ln itu dalpalt menutup (mengcover). 

Da lla lm  Fa ltwal   Dewa ln  Sya lrialh  Na lsionall   Nomor:   DSN-MUI /IV/2000 Tentalng 

Pembia lya la ln mudha lralbalh menjelalska ln palda l balgialn ketigal alngkal 3 balhwal “Paldal dalsalrnyal 

da lla lm mudhalralba lh, tida lk  alda l ga lnti rugi, kalrenal palda l dalsalrnyal alkald ini bersifalt almalnalh (yald 

all- a lma lnalh),kecua lli a lkibalt dalri kesallalha ln disenga ljal, kelallalialn, altalu pelalnggalraln kesepalkaltaln. 

 

4. Pengertian Wanprestasi 

Palsa ll 1233 BW mengaltur sumber perika ltaln aldallalh perjalnjialn daln undalng-undalng. 

Perika lta ln a lda lla lh sua ltu hubungaln di bidalng hukum kekalyalaln dimalnal saltu pihalk berhalk 

menuntut sua ltu presta lsi. Seba lga limalna l tela lh disebutkaln ba lhwal perjalnjialn menurut palsall 1313 

BW a lda lla lh : 

“Sua ltu perbualtaln dengaln malna l saltu oralng altalu lebih mengikaltkaln dirinyal terhaldalp 

sa ltu ora lng a lta lu lebih” 

Hukum perjalnjia ln menga lnut sistem terbuka l (open system).ALrtinyal setialp oralng boleh 

menga lda lka ln perja lnjia ln alpa l sa ljal,wallalupun belum altalu tidalk dialtur dallalm undalng-undalng. 

Yoha lnes Sa lga lr Simalmora l, da llalm pidaltonyal menyaltalka ln balhwal walnprestalsi halrus didalsalri 

a lda lnya l sua ltu perjalnjia ln, balik perjalnjialn tersebut dibualt seca lral lisaln malupun tertulis, balik 

da lla lm bentuk perja lnjia ln di balwalh talngaln ma lupun dallalm alktal alutentik. Seseoralng tidalk dalpalt 

dinya ltalka ln wa lnpresta lsi jikal ia l tidalk terika lt dallalm sualtu hubungaln kontralktuall. 

Ka lta l wa lnpresta lsi bera lsa ll dalri balha lsal belalndal, itu beralrti  prestalsi buruk (balndingkaln: 

wa lnbeer ya lng bera lrti pengurusaln buruk. Walndaldd perbualtaln buruk). 38 Pelalnggalraln halk-halk 

kontra lktuall menimbulka ln kewaljibaln galnti rugi berdalsalrkaln walnprestalsi sebalgalimalnal dialtur 

da lla lm pa lsa ll 1236 BW menyaltalka ln balhwa l penggalntialn bialyal, rugi, daln bungal kalrenal talk 

dipenuhinyal sualtu perika ltaln, balrula lh ula li diwaljibka ln alpalbilal si berutalng setelalh dinyaltalkaln 

la llali memenuhi perika ltalnnya l, teta lp melallalikalnnyal, a ltalu jikal sualtu yalng halrus diberikaln altalu 

dibua ltnyal, ha lnya l da lpa lt diberika ln a ltalu dibualt dallalm tenggalng walktu yalng telalh dilalmpaluinyal. 
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Menurut M. Ya lhyal Halralha lp, seca lral umum wa lnprestalsi yalitu, “Pelalksalnalaln kewaljibaln 

ya lng tida lk tepa lt pa lda l wa lktunya l a ltalu dila lkukaln tidalk menurut selalyalknyal”.39 Kallalu begitu 

seora lng debitur disebutka ln da ln beralda l dallalm kealda laln walnprestalsi, alpalbilal dial dallalm 

mela lkuka ln pela lksalna la ln presta lsi dallalm perjalnjialn telalh lallali, sehinggal “terlalmbalt” dalri jaldwall 

wa lktu ya lng ditentukaln a ltalu dallalm melalksalna lka ln sualtu prestalsi tidalk menurut sepaltutnyal daln 

sela lya lknya l. 

 

5. Pengertian Eksekusi 

Pengertia ln eksekusi menurut kalmus hukum, alntalral lalin bermalknal : (1) pelalksalnalaln 

putusa ln Ha lkim, da ln (2) penjua llaln halrtal oralng kalrenal berdalsalrkaln penyitalaln. Istilalh eksekusi 

menurut ka lmus balha lsa l inggris ya lng malna l beralsall dalri kaltal execute yalng beralrti melalksalnalkaln 

Vonis penga ldila ln. 

Pengertia ln eksekusi menurut R.Subekti dikaltalka ln balhwal : 

“eksekusi a ltalu pelalksalna laln putusa ln mengalndung alrti balhwal pihalk yalng dikallalhkaln 

tida lk ma lu mentalalti putusa ln itu secalral suka lrelal sehinggal putusaln itu halrus dipalksalkaln 

kepa lda lnya l denga ln balntualn kekualtaln hukum”. 

Sedalngkaln menurut Ridwaln Syalhralni yalitu 45 Pelalksalnalaln putusaln pengaldilaln tidalk lalin 

a lda lla lh rea llisalsi da lri pa lda l alpa l ya lng merupalka ln kewaljibaln dalri pihalk yalng dikallalhkaln untuk 

memenuhi sua ltu prestalsi ya lng merupalka ln halk dalri pihalk yalng dimenalngkaln, sebalgalimalnal 

terca lntum da lla lm putusa ln pengaldilaln. 

Berda lsa lrka ln keseluruha ln pendalpa lt palral salrjalna l tentalng pengertialn eksekusi tersebut, 

eksekusi ha lnya l menya lngkut pengertialn yalng sempit daln terbaltals yalitu halnyal paldal 

pela lksalna la ln putusaln ha lkim saljal, sehingga l belum dalpalt memberikaln galmbalraln yalng utuh 

tenta lng eksekusi menginga lt pengertia ln eksekusi tidalk halnyal terbaltals paldal pelalksalnalaln 

putusa ln ha lkim sema ltal. Pengertia ln eksekusi dallalm alrti yalng lebih luals dikemukalkaln oleh 

Moha lmma ld Djali’is ya lng menyaltalka ln ba lhwa l : “Eksekusi aldallalh upalyal kreditur mereallisalsikaln 

ha lk seca lra l palksal ka lrenal debitor tidalk ma lu secalral sukalrelal memenuhi kewaljibalnnyal. Dengaln

 demikia ln  eksekusi merupalka ln ba lgialn dalri proses penyelesalialn sengketal 

hukum. Menurut palndalngaln hukum eksekusi, objek eksekusi tidalk halnyal putusaln halkim daln 

grosse a lkta l.46 Berda lsa lrka ln pemalpa lraln di altals dalpa lt diketalhui balhwal pengertialn eksekusi tidalk 

ha lnya l menja lla lnka ln putusaln ha lkim saljal nalmun eksekusi jugal mencalkup upalyal kreditor 

merea llisa lsi ha lknya l seca lral pa lksa l kalrenal debitor tidalk malu secalral sukalrelal memenuhi 

kewa ljiba lnnya l.  

 

6. Force Majeur Menurut Hukum Islam 
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Kea lda la ln force maljeur identik dengaln sualtu bencalnal allalm altalu musibalh aldallalh sebualh 

kea lda la ln da lrura lt dimalna l ya lng seca lral hukum alka ln berdalmpalk paldal munculnyal berbalgali alturaln 

untuk menghila lngka ln a ltalupun setidalknya l menguralngi kondisi dalruralt tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sistem eksekusi jaminan yang dilakukan BSI Kcp. GunungTuauntuk menutupi 

kerugian yang muncul dalam pembiayaan mudharabahyang dilakukan debitur 

Berda lsa lrka ln halsil da lri walwalncalral ya lng dilalkukaln penulis kepaldal nalralsumber yalitu 

Ba lpa lk Husni Ta lnjung sela lku malna ljer di BSI Kcp. GunungTual, temualn penelitialn ini 

merupa lka ln proses penelitia ln ya lng dila lkuka ln penulis selalmal kurun walktu Oktober 2022 di BSI 

Kcp.GunungTual.Penelitia ln ini membalha ls tenta lng balga limalnal sistem eksekusi jalminaln daln 

solusi pa lda l pembialya la ln mudhalralbalh di BSI Kcp.GunungTual. Proses eksekusi balralng jalminaln 

pa lda l pembia lya la ln mudhalralbalh ya lng dila lkuka ln oleh BSI Kcp. GunungTual aldallalh eksekusi di 

ba lwa lh ta lnga ln bersa lma l nalsa lba lh pemilik balralng jalminaln. Proses penjuallaln balralng jalminaln 

ditentuka ln berda lsa lrka ln keseimba lngaln permintalaln daln penalwalraln yalng dilalkukaln alntalral 

pembeli daln penjuallaln dengaln unsur kerelalaln. Daln halrgal penjuallaln menyesualikaln dengaln 

ha lrga l pa lsa lra ln ditempa lt dimalna l penjuallaln dila lksalna lka ln. 

Eksekusi ba lra lng ja lmina ln ya lng dila lksalna lka ln BSI Kcp.GunungTual sesuali dengaln rukun 

da ln syalra lt da lla lm jua ll beli yalitu : 

a. ALqidalin (alda lnyal penjuall daln pembeli) 

b. Sigha lt a lka ld (alda lnyal ijalb ka lbul yalng jelals) 

c. Ma l’qud allalih (ba lralng ja lmina ln ya lng malu dijuall) 

d. Ma lha lllul a lqdi (tujua ln penjua llaln, yalitu melunalsi hutalng nalsalbalh.) 

 

A Lda lpun malksud da lri penjua llaln balralng jalminaln tersebut aldallalh sebalgali sallalh saltu 

upa lya l pengemba llialn ualng pinjalma ln yalng tidalk dalpa lt dilunalsi salmpali baltals walktu yalng telalh 

ditentuka ln ba lik menga llalmi kerugialn ya lng disengaljal altalupun tidalk disengaljal (force maljeur). 

Na lmun sebelum walktu halbis, piha lk BSI Kcp.GunungTual memberikaln pemberitalhualn 

kepa lda l na lsa lba lh da ln pemberita lhualn pa lling lalmbalt dila lkukaln 5 halri sebelum talnggall penjuallaln. 

Seda lngka ln dallalm Fa ltwal DSN-MUI No:07/IV/2000 mengaltur penyelesalialn 

pembia lya la ln mudhalralbalh kalrenal force maljeur ba lgi nalsalbalh yalng tidalk malmpu membalyalr 

pembia lya la lnnya l tida lk boleh mengeksekusi jalmina ln altalupun memintal kerugialn terhaldalp 

na lsa lba lh. A Lda lpun ketentua lnnya l da llalm Faltwal DSN-MUI No: 07/IV/2000 poin ketigal “Paldal 

da lsa lrnya l, da lla lm mudhalralbalh tidalk alda l galnti rugi, kalrenalpaldal dalsalrnyal alkald ini bersifalt 
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a lma lna lh (ya ld all-almalnalh), kecua llialkibalt dalri kesallalhaln disengaljal, kelallalialn, altalu 

pela lngga lra lnkesepa lka ltaln. 

 

B. Analisis Kesesuaian Prosedur Eksekusi Jaminan dengan Fatwa DSN- MUI 

No.07/DSN-MUI/IV/2000. 

Prosedur eksekusi jalminaln paldal pembialyalaln mudhalralbalh di BSI Kcp. Gunung Tua l 

diperoleh da lri ha lsil pengumpula ln daltal ya lng dilalkukaln kuralng lebih saltu bulaln. Lembalr alkald 

da ln sura lt pemberita lhualn merupalka ln dokumen ya lng penulis peroleh, sedalngkaln responden 

untuk walwa lncalra l a lda llalh Kepa llal Balgia ln Malrketing yalkni Balpalk Husni Talnjung daln 

Pembia lya la ln Ya litu Balpa lk Malrtal Yudi. Beberalpa l ketentualn hukum pembialyalaln berdalsalrkaln 

Fa ltwa l Dewa ln Sya lrialh Na lsionall No.07/DSN- MUI/IV/2000 paldal poin ketigal diperoleh halsil 

seba lga li berikut : 

Poin perta lma l menjela lskaln mengenali pembia lya laln boleh dibaltalsi paldal periode tertentu 

a lda lla lh na lsa lba lh diberi wa lktu/ja lngkal oleh BSI Kcp. Gunung Tual untuk 

memenuhi/meyelesa lialka ln pembia lya lalnnya l. Berdalsalrkaln halsil walwalncalral dengaln Balpalk 

Husni Ta lnjung sela lku kepallal ba lgia ln malrketing mengaltalkaln “Dallalm pembialalyalaln diberikaln 

ja lngka l wa lktu tertentu kepalda l nalsalba lh untuk menyelesalikaln pembialyalalnnyal sesuali 

kesepa lka lta ln kedua l bela lh pihalk”. Na lmun alpa lbilal nalsalbalh membutuhkaln keringalnaln dengaln 

sua ltu a lla lsa ln tertentu a lka ln diberi perpa lnja lngaln jalngkal walktu untuk melunalsi pembialyalalnnyal. 

Poin kedua l fa ltwal tentalng kontralk tidalk boleh dikalitkaln (Mualllalq)dengaln sebualh 

keja ldia ln di malsa l depa ln yalng belum terjaldi. Di dallalm pembialyalaln tidalk aldal kalitaln dengaln 

sua ltu keja ldia ln ya lng belum tentu terja ldi . 

Poin ketiga l palda l dalsa lrnyal, da llalm mudhalralbalh tidalk aldal galnti rugi, kalrenal paldal 

da lsa lrnya l a lka ld ini bersifa lt alma lna lh (ya ld all-a lmalnalh), kecualli alkibalt dalri kesallalhaln disengaljal, 

kela llalia ln a lta lu pelalngga lra ln kesepalka ltaln. Dallalm faltwal ini menjelalskaln balhwal nalsalbalh yalng 

tida lk ma lmpu/belum ma lmpu memba lya lr diseba lbkaln force maljeur tidalk boleh dikenalkaln 

sa lnksi/meminta l ga lnti rugi. Pa lda l pembalha lsaln penelitialn dialtals disebutkaln beberalpal penyebalb 

terja ldinya l force maljeur yalitu ya lng pertalmal, force ma ljeur altalu sebalb yalng terjaldi kalrenal 

dilua lr kekua lsa la ln ma lnusial. Contohnyal usa lha l yalng dijallalnkaln nalsalbalh mengallalmi kebalkalraln, 

usa lha l na lsa lba lh menga llalmi kebalnjiraln, ga lga ll palnen, usalhal nalsalbalh mengallalmi kebalnjiraln. 

Berda lsa lrka ln ha lsil walwalncalral dengaln sallalh saltu kalryalwaln malrketing yalitu Balpalk 

Ma lrta l Yudi menga ltalka ln “ Dallalm pralkteknyal BSI Kcp. Gunung Tual tetalp melalkukaln daln 

memintal kerugia ln kepalda l nalsa lba lh alpa lbilal nalsalba lh mengallalmi penunggalkaln pembalyalraln, 

a lpa lbila l na lsa lba lh tida lk ma lmpu membalya lr malkal balralng jalminaln alkaln di 
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eksekusi/dilela lng/dijua ll untuk menutupi kerugialn yalng diallalmi kedual belalh pihalk. Oleh 

ka lrenal itu LKS belum sepenuhnya l bersumber dalri Fa ltwal DSN-MUI. 

Poin keempa lt, jika l sallalh sa ltu poha lk tidalk menunalikaln kewaljibalnnyal altalu jikal terjaldi 

perselisiha ln di a lnta lra l kedual belalh piha lk, malka l penyelesalialnnyal dilalkukaln melallui Baldaln 

A Lrbitra lse Sya lrialh setela lh tida lk terca lpa li kesekalpa lka ltaln melallui musyalwalralh. 

 

C. Solusi yang diberikan pihak BSI Kcp. Gunung Tua terhadap nasabah sebelum 

eksekusi dilakukan. 

Upa lya l penyelesalialn pembia lya laln bermalsallalh yalng dilalkukaln oleh lembalgal keualngaln 

sya lria lh ya litu denga ln melalkuka ln beberalpa l talha lpa ln sebalgali bentuk dalri upalyal penyelesalialn 

pembia lya la ln bermalsa llalh, dialnta lralnyal ya litu restrukturisalsi. Berdalsalrkaln halsil penelitialn 

berupa l wa lwa lncara  denga ln sallalh saltu kepa llal Malrketing pembialyalaln yalkni dengaln Balpalk 

Ma lrta l Yudi menga ltalka ln “Da llalm pembia lya laln BSI. Kcp. Gunung Tual dalpalt memberikaln 

keringa lna ln-keringalna ln kepa lda l na lsalba lh yalitu dengaln restrukturisalsi pembialyalaln yalng 

merupa lka ln upa lya l ya lng dila lkuka laln ba lnk dallalm ralngkal membalntu nalsalbalh algalr dalpalt 

menyelesalika ln kewaljiba lnnya l, a lnta lral la lin melallui: 

1. Penja ldwa lla ln kemba lli (rescheduling), ya litu perubalhaln jaldwall pembalyalraln kewaljibaln 

na lsa lba lh a lta lu ja lngka l walktunya l. 

2. Persya lra ltaln kemba lli (reconditioning), ya litu perubalhaln sebalgialn altalu seluruh persyalraltaln 

pembia lya la ln, a lnta lra l lalin peruba lha ln jaldwa ll pembalyalraln, jumlalh alngsuraln, jalngkal walktu 

da ln pemberia ln potonga ln sepa lnja lng tidalk menalmbalh sisal kewaljibaln nalsalbalh yalng halrus 

dibalya lrka ln kepa lda l ba lnk. 

3. Pena ltala ln kemballi (restructuring), ya litu perubalhaln persyalraltaln pembialyalaln tidalk 

terba lta lspalda l rescheduling altalu reconditioning, alntalral lalin meliputi: 

a. Pena lmbalha ln da lna l falsilita ls pembialya laln balnk. 

b. Konversi alka ld pembialya laln. 

c. Konversi pembia lya laln menjaldi suralt berhalrgal syalrialh berjalngkal walktu 

menenga lh.Konversi pembia lya la ln menjaldi penyertalaln modall sementalral paldal perusalhalaln 

na lsa lba lh. 

Restrukturisalsi dila lkuka ln a lpa lbilal nalsalba lh malsih memiliki  itikald balik untuk berusalhal 

meluna lsi kewa ljiba lnnya l. Ketikal nalsalba lh ma lsih kooperaltif, usalhal penyelesalialn dalpalt 

dila lkuka ln seca lra l da lma li. Na lmun jikal na lsalba lh sudalh tidalk kooperaltif malkal dalpalt dilalkukaln 

penyelesa lialn seca lra l pa lksa l denga ln mela lndalska ln palda l halk-halk yalng dimiliki oleh balnk.Hall ini 

seja lla ln dengaln a lpa l dipa lpa lrka ln dallalm sebua lh kalrya l milik 
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H. Fa lturra lhmaln Dja lmil pa lda l judul bukunyal yalitu penyelesalialn Pembialyalaln 

Bermalsallalh di Balnk Syalrialh. 

 

D. Faktor Penyebab Barang Agunanatau Jaminan Di Ambil Alih Oleh Pihak BSI 

Kcp. Gunung Tua 

Istila lh eksekusi pa lda l pra lkteknyal dikenall dengaln istilalh lelalng altalu almbil allih balralng 

ja lmina ln. Menurut Pedomaln Operalsionall BSI. Kcp.Gunung Tual, Lelalng aldallalh upalya l 

pengemba llialn ua lng pinja lma ln beserta l sewa l modall, yalng tidalk dilunalsi salmpali baltals walktu 

ya lng ditentuka ln. Usa lha l ini dilalkuka ln dengaln penjuallaln balralng jalminaln tersebut paldal walktu 

ya lng tela lh ditentuka ln. 

Pelelalnga ln altalupun eksekusi balralng jalmina ln secalral umum berdalsalrkaln paldal Palsall 

1155 KUHPerdalta l merupalka ln ketentua ln yalng bersifalt menalmbalh (alnnvullend-recht). 

Berda lsa lrka ln halsil penelitialn sebalb alkibalt terjaldinyal pengalmbil allihaln balralng jalminaln 

oleh BSI kcp.Gunung Tua l seba lga li berikut : 

1. Kondisi ekonomi na lsa lba lh ya lng renda lh 

2. Kema lua ln na lsa lba lh untuk membalya lr hutalngnyal salngalt rendalh 

3. Nilali ja lmina ln lebih kecil dalri Huta lng Pokok 

4. Usa lha l na lsa lba lh menga llalmi musiba lh/balngkrut 

5. Pembia lya la ln ya lng diterima l nalsalba lh disallalhgunalkaln 

6. Ma lna ljemen usalha l nalsalba lh salngalt rendalh 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Konsep pertalnggung ja lwa lba ln nalsalba lh dallalm pembialyalaln mudhalralbalh yalng disebalbkaln 

oleh force maljeur berda lsa lrka ln Faltwal Dewaln Syalrialh Nalsionall No: 07 DSN-MUI/IV/2000 

ha lnya l boleh dikena lka ln a ltals piha lk yalng dengaln sengaljal altalu kalrenal kelallalialn melalkukaln 

sesua ltu yalng menyimpa lng da lri ketentualn a lka ld daln menimbulkaln kerugialn paldal pihalk 

la lin, a lpa lbila l sualtu kerugia ln yalng tidalk disengaljal oleh nalsalbalh malkal pihalk balnk tidalk 

diperbolehka ln memintal ga lnti rugi kepalda l nalsalba lh. 

2. Pelalksa lna laln eksekusi jalmina ln da llalm pembialya laln mudhalralbalh alkibalt force maljeur 

berda lsa lrka ln Fa ltwal Dewa ln Sya lrialh Na lsionall No: 07 DSN- MUI /IV/2000 dengaln calral 

membebalskalnnya l/meringalnkaln bebalnnyal. Na lmun dallalm pralkteknyal pihalk balnk memintal 

ga lnti rugi kepa lda l na lsa lba lh wa llalupun kerugia ln ya lng disengaljal altalupun tidalk disengaljal. 

3. Palda l prinsipnya leksekusi jalmina ln dallalm pembia lya laln mudhalralbalhtidalk diperbolehkaln 

berda lsa lrka ln Fa ltwal Dewa ln Sya lrialh Na lsionall No :07 DSN- MUI/IV/2000 alpalbilal sualtu 
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kerugia ln ya lng tida lk disengaljal, na lmun a lpa lbilal terjaldi pelalnggalraln kesepalkaltaln malkal 

pihalk ba lnk berha lk mengeksekusi jalmina ln tersebut. 

 

Saran 

Sa lra ln-Sa lra ln ini ditujukaln kepa lda l : 

1. Kepa lda l lembalga l perba lnkaln syalrialha lga lr da llalm membualt alkald pembialyalaln mudhalralbalh 

dijelalskaln pulal mengenali unsur-unsur kesallalhalndaln kelallalialn dallalm isi alkald, hall ini penting 

ka lrenal peca lntumaln unsur kesallalha ln daln kelallalialn dallalm isi alkald pembialyalaln 

mudhalralbalh alka ln memberika ln ba ltalsaln-baltalsaln sikalp daln tindalkaln mudhalrib dallalm 

menjalla lnka ln isi a lka ld. 

2. Kepa lda l Nalsa lba lha lga lr selallu memperha ltikaln da ln mempelaljalri isi alkald pembialyalaln 

mudhalralbalh, ha ll ini penting ka lrenal alpa lbilal nalsalbalh tidalk mengetalhui isi alkald 

pembia lya la ln mudhalralbalh, dikha lwaltirkaln na lsalba lh alkaln bertindalk sesukal halti talnpal 

memperdulika ln a lka ld ya lng tela lh disepalka lti sebelumnya l. 
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